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Abstrak  

Pengembangan kawasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam konteks perkotaan memerlukan pendekatan 

perencanaan yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan guna menjawab kebutuhan ekonomi sekaligus sosial masyarakat. 

UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi lokal, penyedia lapangan kerja, serta wadah pemberdayaan 

masyarakat perkotaan. Namun, pertumbuhan UMKM yang pesat di kota-kota berkembang seperti Kota Bogor sering kali tidak 

diimbangi dengan perencanaan ruang yang memadai, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan spasial, lingkungan, 

dan sosial. Berpikir inklusif dalam perencanaan kawasan UMKM menjadi pendekatan penting yang tidak hanya berfokus pada 

aspek fisik bangunan, tetapi juga mempertimbangkan aksesibilitas, kenyamanan lingkungan, kepatuhan terhadap regulasi, 

serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan kawasan 

UMKM berbasis berpikir inklusif perkotaan melalui studi kasus di Kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui studi literatur, studi banding, serta analisis dokumen perencanaan 

tapak. Fokus kajian meliputi kepatuhan terhadap regulasi dan kerangka hukum, kondisi iklim tapak, pola tata ruang dan sistem 

sirkulasi, karakter visual dan lanskap, serta dampak sosial dan ekonomi kawasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan 

prinsip inklusivitas dalam perencanaan kawasan UMKM mampu meningkatkan kualitas ruang, kenyamanan pengguna, 

efisiensi aktivitas, serta keberlanjutan fungsi kawasan. Integrasi aspek regulasi, lingkungan, dan budaya lokal menjadikan 

kawasan UMKM tidak hanya sebagai pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang berkeadilan dan 

berkelanjutan dalam mendukung pembangunan perkotaan. 

Kata kunci: Berpikir Inklusif; UMKM Perkotaan; Perencanaan Tapak; Tata Ruang Dan Sirkulasi; Kenyamanan Lingkungan; 

Dampak Sosial Ekonomi

1. Latar Belakang 

UMKM memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan. 

Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai penyedia lapangan 

kerja dan sarana pemberdayaan masyarakat. Di kota-kota berkembang seperti Bogor, UMKM tumbuh pesat seiring 

meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk lokal dan jasa berbasis komunitas. 

Namun, pertumbuhan UMKM sering kali tidak diiringi dengan perencanaan ruang yang memadai. Banyak UMKM 

beroperasi pada lahan terbatas, bercampur dengan fungsi permukiman, serta kurang memperhatikan aspek 

kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan, 

kebisingan, dan konflik dengan lingkungan sekitar. 

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berpikir inklusif dalam perencanaan kawasan UMKM. Pendekatan ini 

menempatkan manusia, lingkungan, dan regulasi sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Dengan perencanaan 

yang inklusif, kawasan UMKM diharapkan mampu menjadi ruang ekonomi yang produktif sekaligus ruang sosial 

yang nyaman dan berkelanjutan. 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Data diperoleh melalui studi literatur, studi banding, serta analisis dokumen perencanaan tapak UMKM. 

Pendekatan ini digunakan untuk memahami kondisi eksisting kawasan dan potensi pengembangannya secara 

komprehensif. 

https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
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Analisis dilakukan terhadap aspek non-fisik dan fisik kawasan. Aspek non-fisik meliputi regulasi, aktivitas 

penghuni, program ruang, serta kondisi sosial dan budaya. Sementara itu, aspek fisik mencakup analisis 

lingkungan, ukuran tapak, kontur, drainase, vegetasi, sirkulasi, kebisingan, iklim, dan orientasi matahari. 

Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan kesesuaian kawasan UMKM dengan prinsip berpikir 

inklusif. Proses ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan kawasan mampu mengakomodasi kebutuhan 

berbagai pihak serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. 

3.  Hasil dan Diskusi 

3.1. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Kerangka Hukum 

Kepatuhan terhadap regulasi dan kerangka hukum merupakan dasar utama dalam perencanaan kawasan UMKM 

di wilayah perkotaan. Regulasi seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), peraturan zonasi, serta ketentuan 

bangunan menjadi acuan agar pengembangan kawasan tidak menimbulkan konflik fungsi lahan. Dalam konteks 

kawasan UMKM, kepatuhan ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi dapat berjalan selaras dengan fungsi 

lingkungan sekitar. 

Penerapan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), serta Garis Sempadan 

Bangunan (GSB) berfungsi untuk mengontrol intensitas pembangunan. Pengaturan ini mencegah kepadatan 

berlebih yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan kenyamanan pengguna kawasan. Dengan mengikuti 

ketentuan tersebut, kawasan UMKM dapat berkembang secara terukur dan berkelanjutan. 

Selain aspek tata bangunan, regulasi perizinan usaha juga menjadi faktor penting. Legalitas usaha memberikan 

kepastian hukum bagi pelaku UMKM serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kawasan tersebut. 

Kepatuhan terhadap perizinan turut mendukung integrasi UMKM ke dalam sistem ekonomi formal. 

Aspek kesehatan dan keselamatan bangunan juga diatur dalam regulasi teknis, terutama bagi UMKM kuliner. 

Ketentuan mengenai sanitasi, ventilasi, pencahayaan, serta pengelolaan limbah harus dipenuhi untuk menjamin 

kesehatan pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga 

berdampak langsung pada kualitas ruang dan aktivitas di dalamnya. 

Dengan demikian, kepatuhan terhadap regulasi dan kerangka hukum tidak dapat dipandang sebagai hambatan, 

melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan kawasan UMKM yang tertib, aman, dan inklusif. Perencanaan 

yang sesuai aturan akan mempermudah pengelolaan kawasan serta mendukung keberlanjutan jangka panjang. 

3.2. Kondisi Iklim Tapak 

Kondisi iklim tapak merupakan faktor penting yang memengaruhi perancangan kawasan UMKM. Kota Bogor 

yang dikenal memiliki curah hujan tinggi menuntut perencanaan drainase dan resapan air yang baik. Tanpa 

pengelolaan air hujan yang tepat, kawasan berpotensi mengalami genangan yang mengganggu aktivitas ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi Tapak Perencanaan UMKM 



 Dendy Noviandy1, Sri Prasetya Widodo2  

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 5 Nomor 1, 2026 

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.5847 

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

4093 

 

 

 

Gambar 2. Orientasi Jalur Matahari  

 

Selain curah hujan, arah angin menjadi pertimbangan dalam penataan massa bangunan. Penempatan bangunan dan 

vegetasi yang tepat dapat membantu mengalirkan angin secara alami sehingga meningkatkan kenyamanan termal. 

Pendekatan ini mengurangi ketergantungan terhadap sistem penghawaan buatan. 

Lintasan matahari juga berpengaruh terhadap kenyamanan ruang. Orientasi bangunan yang tepat dapat 

meminimalkan panas berlebih sekaligus memaksimalkan pencahayaan alami. Hal ini penting untuk menciptakan 

ruang usaha yang hemat energi dan nyaman bagi pengguna. 

Vegetasi berperan sebagai elemen pengendali iklim mikro. Pepohonan dapat berfungsi sebagai peneduh, penahan 

angin, dan penyerap air hujan. Kehadiran vegetasi tidak hanya meningkatkan kenyamanan lingkungan, tetapi juga 

memperkuat kualitas visual kawasan UMKM. 

Dengan memperhatikan kondisi iklim tapak secara menyeluruh, kawasan UMKM dapat dirancang lebih adaptif 

terhadap lingkungan alam. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip berpikir inklusif yang menempatkan kenyamanan 

dan keberlanjutan sebagai prioritas utama. 

3.3. Pola Tata Ruang, Zonasi, dan Sistem Sirkulasi 

Pola tata ruang kawasan UMKM dirancang untuk mengakomodasi berbagai aktivitas secara efisien. Pembagian 

zona yang jelas antara area publik, semi-publik, dan servis membantu mengatur alur kegiatan agar tidak saling 

mengganggu. Zonasi ini penting untuk menjaga kelancaran operasional kawasan. 

 

Gambar 3. Desain Perencanaan UMKM 

PAGI SORE 
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Zona produksi, pelayanan, dan konsumsi ditempatkan berdasarkan hubungan fungsionalnya. Penataan ini 

mempersingkat jarak tempuh aktivitas dan meningkatkan efisiensi kerja pelaku UMKM. Selain itu, pengunjung 

dapat menikmati pengalaman ruang yang lebih tertata dan nyaman. 

 

Gambar 4. Desain Area Publik Perencanaan UMKM 

Sistem sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki dirancang terpisah untuk mengurangi potensi konflik. Jalur pejalan 

kaki yang aman dan jelas mendukung prinsip inklusivitas, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penyandang 

disabilitas. Sirkulasi yang baik juga meningkatkan keamanan kawasan. 

Akses masuk dan keluar kawasan dibuat terpisah untuk mengurangi kepadatan dan meningkatkan kelancaran lalu 

lintas. Penataan ini penting mengingat kawasan UMKM sering menjadi titik kumpul masyarakat dengan intensitas 

kunjungan tinggi. 

Secara keseluruhan, pola tata ruang dan sistem sirkulasi yang terencana dengan baik mampu meningkatkan 

kualitas fungsi kawasan UMKM. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang efisien, aman, dan ramah bagi 

seluruh pengguna. 

 

Gambar 5. Desain Perencanaan UMKM 

3.4. Karakter Visual, Lanskap, dan Kenyamanan Lingkungan 

Karakter visual kawasan UMKM berperan penting dalam membentuk identitas dan daya tarik kawasan. Desain 

bangunan yang selaras dengan konteks lokal menciptakan citra kawasan yang akrab dan mudah diterima 

masyarakat. Hal ini juga mendukung branding UMKM secara visual. 
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Lanskap menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas ruang luar. Penataan vegetasi, jalur pedestrian, dan 

ruang terbuka menciptakan suasana yang nyaman dan humanis. Lanskap yang baik mendorong pengunjung untuk 

berlama-lama di kawasan. 

Vegetasi juga berfungsi sebagai peredam kebisingan, terutama bagi kawasan yang berbatasan langsung dengan 

jalan utama. Dengan penempatan pohon yang strategis, dampak kebisingan dapat dikurangi secara signifikan. Hal 

ini meningkatkan kenyamanan akustik kawasan. 

Ruang semi-outdoor menjadi solusi adaptif terhadap iklim tropis. Ruang ini memungkinkan aktivitas berlangsung 

dengan tetap terlindungi dari panas dan hujan. Keberadaan ruang semi-outdoor juga memperkuat interaksi sosial 

antar pengguna. 

 

Gambar 6. Desain Lanscap Perencanaan UMKM 

Kenyamanan lingkungan yang tercipta dari kombinasi visual, lanskap, dan tata ruang menunjukkan bahwa desain 

kawasan UMKM tidak hanya berorientasi pada fungsi ekonomi, tetapi juga pada kualitas pengalaman ruang. 

3.5. Dampak Sosial dan Ekonomi Kawasan 

Kawasan UMKM memiliki dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Keberadaannya menciptakan 

ruang interaksi sosial yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat. Interaksi ini memperkuat rasa 

kebersamaan dan identitas komunitas lokal. 

Dari sisi ekonomi, kawasan UMKM berperan sebagai penggerak ekonomi mikro. Aktivitas perdagangan dan jasa 

yang berlangsung di dalamnya memberikan peluang pendapatan bagi pelaku usaha serta membuka lapangan kerja 

baru. Dampak ekonomi ini dirasakan secara langsung oleh masyarakat. 

Kawasan UMKM juga mendorong tumbuhnya wirausaha baru. Lingkungan yang tertata dan mendukung 

memberikan motivasi bagi masyarakat untuk memulai usaha. Hal ini memperkuat ekosistem ekonomi lokal secara 

berkelanjutan. 

Pendekatan inklusif memastikan bahwa manfaat kawasan tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha tertentu. 

Masyarakat sekitar turut memperoleh keuntungan melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kualitas lingkungan. 

Prinsip keadilan sosial menjadi bagian penting dalam perencanaan kawasan. 

Dengan demikian, kawasan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial 

yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak sosial dan ekonomi yang positif menunjukkan 

pentingnya perencanaan kawasan UMKM yang terintegrasi dan inklusif. 
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4.  Kesimpulan 

Perencanaan kawasan UMKM dengan pendekatan berpikir inklusif terbukti mampu menjawab berbagai tantangan 

perkotaan, baik dari aspek regulasi, lingkungan, maupun sosial ekonomi. Kepatuhan terhadap kerangka hukum, 

respons terhadap kondisi iklim, serta penataan ruang yang efisien menjadi faktor utama keberhasilan kawasan. 

Selain itu, karakter visual dan kenyamanan lingkungan berperan penting dalam menciptakan kawasan UMKM 

yang menarik dan ramah bagi pengguna. Integrasi lanskap dan desain yang kontekstual mampu meningkatkan 

kualitas ruang sekaligus identitas kawasan. Secara keseluruhan, kawasan UMKM yang dirancang secara inklusif 

dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan ruang sosial yang berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan 

dapat menjadi acuan dalam pengembangan kawasan UMKM di wilayah perkotaan lainnya. 
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